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KESETARAAN, KEMISKINAN, DAN PERDAGANGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
(Sebuah Refleksi Peringatan Hari Kartini 2008)

Oleh: Hj. Siti Hajar

pril is month of Kartini, celebrated in Indonesia as a month of emancipation and equality of women.
From the era of Kartini up to now, women in Indonesia are in inequlity, poor, and being trafficked.

1. Pendahuluan

Seperti biasa, pada bulan April setiap tahun kita selalu memperingati hari kelahiran
tokoh perempuan Indonesia RA Kartini. Dalam peringatan tahun ini, suatu hal yang
penting untuk dicatat adalah, jika pada peringatan tahun-tahun sebelumnya acara tersebut
lebih didominasi oleh kegiatan-kegiatan ceremonial, dewasa ini acara tersebut mulai
bergeser ke kegiatan yang lebih bersifat substantif. Banyak pihak seperti Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial, serta pemerintah sudah memulai
kegiatannya yang lebih memfokuskan pada upaya untuk memperjuangkan implementasi
konsep kesetaraan di dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat Indonesia. Pada
tanggal 18 April 2008 lalu, TVRI sebagai stasiun televisi pemerintah telah menyiarkan
secara langsung acara peringatan Kartini yang diisi dengan diskusi tentang bagaimana
perjalanan perjuangan kesetaraan perempuan dan laki-laki di Indonesia. Acara tersebut
menghadirkan nara sumber Menteri Pemberdayaan Perempuan, Wakil Ketua Komisi VIII
DPR RI yang membawahi bidang pemberdayaan perempuan, Ketua Mitra Perempuan,
dan Kepala Bidang yang membawahi pembinaan PJTKI Depnakertrans. Diskusi tersebut
mengusung tema Kartini dan kesetaraan.

Pada acara tersebut di samping dibahas masalah kesetaraan perempuan dan laki-
laki, juga dibahas tentang perdagangan perempuan dan anak atau yang dikenal dengan
istilah frafiking yang dewasa ini semakin marak; serta juga dibahas masalah tenaga kerja
Indonesia (TKI) khususnya TKI perempuan. Di dalam diskusi tersebut, disebut bahwa
faktor kemiskinan di Indonesia disinyalir telah menjadi faktor pendorong yang cukup
kuat atas terjadinya trend peningkatan perdagangan perempuan di Indonesia.

Menurut catatan Depnakertrans, dewasa ini tercatat ada 6 juta TKI Indonesia yang
bekerja di luar negeri. Pada umumnya mereka bekerja pada sektor informal, seperti
menjadi pembantu rumah tangga, pekerja restoran dan tempat hiburan. Keberadaan
mereka ternyata sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap perckonomian di
Indonesia. Di samping dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia yang
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memang masih tinggi, para TKI tersebut setiap bulannya dapat mengirimkan uang ke
Indonesia untuk menghidupi rata-rata 2-3 anggota keluarga mereka masing-masing.

Selain menjadi pembantu rumahtangga, ada juga perempuan Indonesia yang
menjadi pekerja seks, bahkan menjadi istri atau pengantin pesanan. Mereka yang terjun
pada bidang tersebut umumnya karena dijebak oleh para calo dan sindikat trafiking.
Menurut data di Departemen Sosial, perempuan yang bekerja menjadi pekerja seks dan
pengantin pesanan di luar negeri, ternyata jumlahnya cukup besar, sekitar 30 persen. Dan
sejarah mencatat, Indonesia ternyata merupakan negara asal perdagangan perempuan
yang jumlahnya cukup besar. Pada tulisan ini penulis akan memfokuskan pembahasan
pada perkembangan perdagangan perempuan dan anak (frafiking) serta upaya
penanggulangannya.

Sebagaimana telah kita pahami, masalah rrafiking merupakan isu yang sangat
sensitif, karena masalah tersebut secara tidak langsung bersentuhan dengan nilai-nilai
budaya patriarkhi yang telah bercokol cukup kuat di dalam masyarakat Indonesia. Di
samping itu, masalah trafiking juga berkaitan dengan isu diskriminasi. Sebagaimana telah
disebut di muka, di samping faktor kemiskinan, budaya patriarkhi ternyata juga telah ikut
memicu semakin meningkatnya kegiatan frafiking di Indonesia. Budaya patriarkhi yang
telah memposisikan perempuan pada tingkat yang rendah di dalam kehidupan masyarakat
berpengaruh terhadap terjadinya peningkatan trafiking di Indonesia. Perempuan dianggap
warga kelas dua di berbagai bidang kehidupan. Berdasar nilai patrarkhi, secara struktural
perempuan berada pada posisi yang kurang beruntung, memiliki keterbatasan terhadap
sumber-sumber ekonomi, sosial, dan politik, serta memiliki keterbatasan peluang untuk
memilih serta untuk terjun pada level pengambilan keputusan. Keterbatasan-keterbatasan
tersebut ternyata sangat berpengaruh terhadap perkembangan perdagangan perempuan di
Indonesia.

2. Sejarah Perdagangan Manusia

Menurut sejarahnya, perdagangan manusia merupakan kegiatan yang telah terjadi
sejak lama. Bahkan beberapa bukti menunjukkan, bahwa kegiatan tersebut telah
berlangsung sejak abad ke-6 di wilayah Romawi, kemudian diikuti oleh berbagai negara.
Dan fakta menunjukkan, perempuan dan anak adalah korban terbesar akibat kegiatan
tersebut. Di dalam sejarahnya perdagangan perempuan menunjukkan perkembangan yang
semakin rumit, yang tidak hanya terbatas pada batas-batas wilayah dalam negara,
melainkan berlangsung melintasi batas-batas negara yang satu dengan yang lain. Pola
perdagangan pun juga telah berubah, yang tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi
telah melibatkan sindikat-sindikat yang terorganisir; baik perdagangan perempuan di
tingkat domestik di Indonesia maupun perdagangan perempuan di tingkat international.

Dewasa ini perdagangan manusia, khususnya perdagangan anak dan perempuan
semakin kompleks dan menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat secara
signifikan. Trend peningkatan demikian dapat kita lihat pada catatan dan data yang ada
pada pemerintah maupun oleh LSM, yang meliputi berbagai bentuk perdagangan manusia
seperti buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja seks, dan pengantin pesanan.

40

Negara tuj
Thailand,
sebagainya
diperdagan
Glot
masalah pe
perburuhar
peluang la
selanjutnya
tinggi.
3. Kemisk
Sejal
perdaganga
catatan, sef
melakukan
mendapatk:
Indor
dampak yar
ini. Celaka
bidang pol
politik yan
bidang eko
berdampak
Meni
juga telah
Gejala lain
perubahan |
kini semak
migran di
kemudian r
itu kemudi
keuntungan
murah. Ma:
lebih makm
atau kelang
memilih ur
karena alas:
Indor
hasil studi,
adalah fak
menunjukk:



an uang ke
1sing.

nesia yang
yang terjun
t trafiking.
ja seks dan
persen. Dan
perempuan
yembahasan
erta upaya

‘ang sangat
n nilai-nilai
donesia. Di
imana telah
ya telah ikut
iarkhi yang
masyarakat
an dianggap
ra struktural
an terhadap
luang untuk
ceterbatasan
rempuan di

telah terjadi
sebut telah
agai negara.
rat kegiatan
yangan yang
am negara,
g lain. Pola
ividu, tetapi
rempuan di
rnational.

perempuan
gkat secara
ta yang ada
yan manusia
in pesanan.

Kesetaraan, Kemiskinan, dan Perdagangan (Hj. Siti Hajar)

Negara tujuan perdagangan manusia tersebut cukup beragam, seperti negara Malaysia,
Thailand, Taiwan, serta negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Dubai, dan
sebagainya. Bahkan data terakhir mencatat semakin banyaknya jumlah perempuan yang
diperdagangkan ke negara tujuan Amerika Serikat.

Globalisasi ekonomi dunia merupakan salah satu faktor pendorong maraknya
masalah perdagangan perempuan, yang telah mengakibatkan terjadinya perubahan pola
perburuhan dan perdagangan di seluruh dunia. Hal itu telah mengakibatkan terjadinya
peluang lalu lintas arus barang, jasa dan tenaga kerja juga semakin lebar, yang
selanjutnya berakibat pada terjadinya perubahan arus perpindahan manusia yang semakin

tinggi.
3. Kemiskinan, Tingkat Pendidikan dan Trafficking

Sejak krisis multidimensional menimpa Indonesia pada tahun 1998, perkembangan
perdagangan manusia semakin menunjukkan trend yang terus meningkat. Menurut
catatan, seperti telah disebut di muka faktor kemiskinan telah mendorong manusia untuk
melakukan migrasi ke suatu wilayah yang dianggap lebih memberikan janji untuk
mendapatkan kehidupan yang lebih baik, untuk berbagai alasan.

Indonesia sebagai negara yang berada di wilayah Asia Tenggara menunjukkan
dampak yang cukup buruk akibat krisis ekonomi yang dimulai tahun 1998 sampai dewasa
ini. Celakanya, krisis tersebut telah memberi imbas pada kehidupan bidang lain, seperti
bidang politik, sosial dan budaya, dan bidang hukum, serta bidang lainnya. Keadaan
politik yang tidak stabil juga ‘telah memberi dampak negatif terhadap perkembangan
bidang ekonomi. Demikian pula sebaliknya, keadaan ekonomi yang kurang baik juga
berdampak pada ketidakstabilan politik di suatu negara, termasuk di Indonesia.

Meningkatnya jumlah pengangguran akibat lambannya pertumbuhan sektor riil
juga telah mendorong semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia.
Gejala lain yang merupakan imbas dari globalisasi ekonomi dunia adalah terjadinya
perubahan pola perburuhan. Peluang untuk melakukan lalu lintas arus barang dan produk,
kini semakin berkembang kepada lalu lintas pengiriman manusia yang menjadi buruh
migran di negara tujuan. Mereka yang ingin memperbaiki tingkat kehidupannya
kemudian melakukan migrasi ke negara-negara yang lebih maju dan lebih makmur. Hal
itu kemudian menciptakan suatu keadaan di mana para majikan dapat meningkatkan
keuntungan bila mempekerjakan buruh migran dari negara miskin, karena dapat diupah
murah. Masuknya penduduk negara miskin menjadi buruh migran di suatu negara yang
lebih makmur, pada umumnya dikarenakan oleh tidak adanya pilihan lain untuk survive
atau kelangsungan hidup mereka. Para pengguna jasa di negara makmur pun juga lebih
memilih untuk mempekerjakan buruh migran, khususnya buruh migran perempuan,
karena alasan lebih teliti, dapat diupah murah, serta tidak banyak menuntut.

Indonesia merupakan negara pengirim buruh migran terbesar di dunia. Menurut
hasil studi, faktor yang paling menonjol yang mendorong orang menjadi buruh migran
adalah faktor kemiskinan di daerah asal. Jumlah penduduk miskin di Indonesia,
menunjukkan trend yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, terlebih setelah
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terjadinya krisis multidimensional sejak tahun 1998. Di samping, rendahnya tingkat
pendidikan yang diikuti rendahnya ketrampilan juga telah mendorong orang menjadi
buruh migran. Rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan telah mengharuskan
mereka untuk bekerja pada sektor-sektor informal, dengan jam kerja yang panjang dan
dengan upah yang rendah. Krisis ekonomi telah menambah potret buruh migran semakin
buram. Banyaknya pengangguran akibat PHK besar-besaran dan meningkatnya jumlah
penduduk miskin secara signifikan telah membuat persaingan di sektor informal semakin
ketat, seperti buruh pabrik, pembantu rumah tangga, pelayan restoran, dan pekerja
hiburan menjadi buruh migran di luar negeri.

Namun, akibat maraknya arus buruh migran, banyak negara maju yang kemudian
memperketat kebijakan keimigrasiannya. Mereka secara ketat mengawasi arus migrasi
untuk membatasi pembengkakan jumlah buruh migran, sementara jumlah peminat justru
semakin besar. Akibatnya, banyak buruh migran yang sebagian besar perempuan tersebut
terpaksa memilih jalur ilegal dengan bekerja sama dengan para penyelundup untuk tetap
dapat melakukan migrasi ke negara tujuan. Di sinilah, perempuan menjadi sangat rentan
terhadap kegiatan perdagangan manusia. Para pelaku perdagangan melakukan berbagai
cara untuk membujuk para perempuan untuk ikut serta dalam perekrutan buruh migran
yang cenderung ilegal. Ketertarikan dan adanya kebutuhan perempuan akan pekerjaan
tersebut kemudian dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan international untuk
memasukkan mereka ke dalam industri seks. Tragisnya, sebagian korban sindikat tersebut
adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur. Mereka dijadikan pekerja seks, istri
pesanan, buruh murah, dan pembantu rumah tangga di negara-negara tujuan. Dan mereka
juga kurang mendapatkan perlindungan dan jaminan keselamatan yang jelas dari segi
hukum. Di sinilah perempuan menjadi semakin rentan terhadap kekerasan dan
penyiksaan di dalam kegiatan perdagangan perempuan.

Kegiatan perdagangan perempuan (frafiking) menjadi sangat marak dan menarik
karena keuntungan yang diperoleh sangat besar, baik keuntungan yang diperoleh oleh
pihak pemesan maupun pihak agen penyedia. Pihak pemesan dapat mempekerjakan para
perempuan dengan upah yang sangat rendah, akibat tingkat pendidikan yang rendah,
kurang memahami haknya, serta berasal dari negara miskin. Setiap tahun tidak kurang
dari satu juta manusia diperdagangkan, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak
yang berusia sekitar usia 14-27 tahun.

IV. Budaya Patriarkhi dan Kondisi Politik

Seperti telah disebut di muka, di samping faktor kemiskinan dan tingkat
pendidikan, faktor nilai sosial budaya (patriarkhi) juga merupakan salah satu faktor
penyebab terjadinya perdagangan perempuan dan anak-anak. Di samping itu, faktor
politik juga telah ikut mendorong semakin meningkatnya perdagangan perempuan.
Kondisi politik yang tidak stabil di suatu wilayah, juga turut mendorong perempuan
untuk melakukan migrasi ke wilayah yang lebih aman. Di samping itu, tindakan korupsi
yang melibatkan pejabat pemerintah juga turut meningkatkan kasus perdagangan
perempuan. Dalam kasus trafiking, segala keperluan dokumen yang diperlukan untuk
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proses pengiriman dimanfaatkan pelaku perdagangan untuk memberi suap kepada pejabat
berwenang agar pembuatan dokumen palsu bagi para perempuan yang akan
diperdagangkan dapat berjalan lancar. Korupsi juga memiliki peran yang cukup penting
terhadap perkembangan perdagangan perempuan di Indonesia. Di dalam hal ini, praktik
yang dilakukan adalah pemalsuan akta kelahiran, identitas, paspor dan visa. Menurut
catatan, Pejabat pemerintah adalah pelaku korupsi utama dalam kegiatan trafiking, karena
mereka adalah pihak yang paling berwenang dalam mengurus dokumen bagi seluruh
calon buruh migran ke luar negeri.

Proses hukum yang berjalan di Indonesia juga tidak lepas dari unsur korupsi. Di
dalam kelembagaan yudikatif di Indonesia, telah berkembang sebutan mafia peradilan
bagi para oknum pejabat yang telah disuap. Polisi dan Kejaksaan Agung serta lembaga
peradilan lainnya juga telah menjadi sarana pelaku korupsi dalam penyelesaian kasus
perdagangan ini, di mana perempuan telah menjadi korban yang sekaligus dijadikan
pihak yang disalahkan.

Menurut hasil studi. para pelaku perdagangan perempuan dan anak tersebut pada
umumnya ternyata adalah orang orang yang dekat dengan korban, seperti teman, saudara,
orang tua, suami, calo atau tetangga korban, atau bahkan agen penyalur tenaga kerja.
Modusnya adalah, menjanjikan pekerjaan yang layak bagi mereka, dengan gaji yang
menarik, serta kehidupan yang lebih baik dan tentu menyenangkan. Negara tujuan
trafiking lintas negara adalah negara Arab Saudi, Jepang, Singapura, Hongkong dan
sebagainya. Sedang daerah tujuan domestik di Indonesia adalah kota Bandung,
Semarang, Surabaya, DKI Jakarta, Bali, Lampung dan sebagainya.

5. Peran Lembaga

Perkembangan terakhir menunjukkan jumlah perdagangan manusia, khususnya
perdagangan perempuan dan anak semakin mengkhawatirkan berbagai kalangan. Kondisi
inilah yang kemudian mendorong banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang
bergerak di bidang perempuan secara kontinu menegur pemerintah Indonesia atas kondisi
tersebut. Pemerintah Indonesia dianggap telah mengabaikan fenomena trafiking yang
telah berkembang pesat di Indonesia. LSM yang secara intens memperhatikan dan
mengawasi trafiking di Indonesia, khususnya perdagangan perempuan adalah American
Centre for International Labor Solidarity (ACILS) dan International Catholic Migration
Commision (ICMC). Kedua lembaga tersebut banyak mendapatkan bantuan dari USAID
Amerika Serikat untuk menjalankan program-programnya, termasuk di Indonesia. Di
samping itu, kedua lembaga tersebut juga aktif memberikan masukan kepada pemerintah
Indonesia menyusun rencana aksi nasional dalam rangka penghapusan perdagangan
perempuan dan anak.

Pada forum konferensi regional pertama tentang trafiking yang diikuti oleh
pemerintah Indonesia adalah yang diadakan oleh Komisi Ekonomi Sosial PBB untuk
Asia Pasifik (UNESCAP) di Bangkok pada tahun 1998. Pada forum tersebut, pemerintah
Indonesia juga ikut menandatangani konsensus atau persetujuan negara-negara Asia
Pasifik untuk memerangi perdagangan perempuan, yaitw Bangkok Accord and Plan of
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Action 1998 to Combat Trafiking in Women (BAPA 1998 untuk memerangi perdagangan
perempuan). BAPA 1998 adalah perangkat legal regional di dalam upaya memerangi
perdagangan perempuan di kawasan Asia Pasifik oleh PBB. Di samping itu juga dibahas
tentang bentuk interaksi antar-negara dan keterlibatan NGO sebagai aktor non-negara di
dalam mengimplementasikan persetujuan tersebut untuk menanggulangi masalah
perdagangan perempuan. Di sini aktor non-state dapat memberikan pengaruh terhadap
kebijakan suatu negara dalam tugasnya sebagai bagian dari masyarakat international. Di
dalam tulisan ini pembahasannya akan difokuskan pada bentuk pelanggaran HAM, serta
implementasi BAPA 1998 sebagai konsesnsus antar negara Asia Pasifik untuk
menanggulangi perdagangan perempuan, khususnya perdagangan perempuan di
Indonesia.

Di dalam perkembangannya, konsensus tersebut ternyata tidak berjalan mulus di
Indonesia. Bahkan implementasi UNESCAP baru mulai dilakukan pemerintah Indonesia
pada tahun 2001, setelah pemerintah Indonesia mendapatkan teguran atau peringatan dari
UNESCAP. Bahkan pada saat itu pemerintah Indonesia juga belum memiliki perangkat
atau pedoman khusus dalam rangka menanggulangi perdagangan perempuan dan anak.
Keterlambatan tersebut dikarenakan oleh kondisi krisis multidimensional pada tahun
1998, yang mengakibatkan pemerintah memprioritaskan untuk menangani hal tersebut
lebih dahulu.

Pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri, pemerintah menyusun UU Khusus
anti-trafiking pada tahun 2002. Ia menetapkan suatu rencana Aksi Nasional Penghapusan
Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A), yang kemudian ditetapkan dalam
Keppres No. 88 tahun 2002 , yang meliputi definisi trafiking berdasar pada berbagai
konvensi international, tujuan RAN, serta susunan Gugus Tugas yang akan secara aktif
mencapai tujuan RAN P3A. Di samping penyusunan RAN P3A, pemerintah Indonesia
Jjuga harus mengimplementaasikan BAPA 1998 dengan melakukan berbagai perjanjian
serta kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk menangani dan memerangi
perdagangan perempuan yang merupakan bentuk kejahatan terorganisir lintas negara,
anatara lain dilakukan dengan Malaysia, Australia, dan Hongkong. Kerjasama tersebut
sangat penting untuk dilakukan karena kejahatan perdagangan lintas negara tersebut telah
melibatkan sindikat international yang sangat rapi, sehingga untuk memberantasnya
diperlukan kerjasama dengan negara lain.

Perdagangan perempuan merupakan pelanggaran hak asasi perempuan sebagai
manusia, yang dapat digolongkan sebagai bentuk kejahatan transnasional yang berkaitan
dengan individu, yang dalam hal ini perempuan, serta adanya keterlibatan UNESCAP
serta berbagai NGO untuk mengatasinya. Namun sebagai perangkat hukum, BAPA 1998
tidak memberikan sangsi bagi negara penandatangan jika tidak mengimplemen-
tasikannya. Itulah salah satu titik lemah dari kesepakatan international tersebut.

Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Pasifik (UNESCAP) telah
mengadopsi Bangkok Accord and Plan of Action 1998 sebagai suatu perangkat hukum.
Walaupun sifatnya tidak mengikat dan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan
sanksi, namun persetujuan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menuntun
suatu negara yang sedang menanggulangi masalah perdagangan perempuan seperti
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Kesetaraan, Kemiskinan, dan Perdagangan (Hj. Siti Hajar)

sl Indonesia. Mengingat Indonesia pada waktu itu belum memiliki UU Khusus anti-
rdagangan . : : .
nemerangi trafiking, maka accord tersebut dapat digunakan sebagai ketentuan hukum nasional yang
: mampu mengikat warganya yang melakukan praktek perdagangan perempuan. Dengan
ga dibahas ; . :
mengadopsi accord tersebut, maka Indonesia telah melakukan pendelegasian perangkat

; n;g:.sr:l:*: hukum regional tersebut dengan menyelaraskannya dengan hukum nasional yang berlaku.
h terhadap . Karena perdagangan perempuan transpasional melibatkqn negara lain, maka perlu
sl Di dibahas pula tentang masyarakat international yang berk_aitan dengan perdagangan
IAM. s6ita perempuan. Menurut. .H&‘adly Bull (2001) masyarakat international adalah suatu
fik ,untuk ' masyarakat yang memiliki kon_sensus d.an tatanan yang berpedoman pada poifx aktn:ltas
npuan  di yang menyokong beberapa tujuan sosial dasar di dalam masyarakat, seperti menjaga
semua warganya dari tindak kekerasan yang sewenang-wenang. Mereka memiliki
ol konsensus dan memiliki kepentingan bersama dan mengkonsepsikan diri mereka untuk
bndsiresis 1 berhubungan satu sama lain dalam konteks aturan dan lembaga bersam‘a. Lembaga
\gatan dari ! bersama tersebl‘lt IT?EI'U_]uk -pada seperangkat kebiasaan dan praktek yang.dlbeptuk agar
verangkat mampu merealisasikan tujuan bersama, dan lembaga tersebut meliputi perimbangan
kst kekuasaan, diplomasi, perang dan hukum international.
ada tahur; Sebagai masyarakat intergational, BAPA 1998, NGO, dan UNESCAP sebagai
ltee bt perwakilan PBB melakukan perlindungan terhadap anggotanya atas pelanggaran HAM.
Agar gerakan mereka efektif, maka diperlukan adanya persamaan persepsi antar mereka
K disissis untuk lmelindungi warganya dari praktik trafiking lintas negara, terlebih setelah terjadinya
o —— globalisasi. Pada perkembangannya, I.embaga tersebut kemu_dian menganggap perlp uptuk
Scinlichurs membuat UU yang mengatur pemberian sangsi_ atas t?erbagal pelanggaran yang terjadi. _
2 berbagai Mengingat adanya keterbatasan yang dll"m]tk.l Indonesia, maka untuk memerangi
A perdagangan perempuan diperlukan adanya kerjasam_a dengan negara-negara dan
R sciat lembaga lain, khususnya dengan negara tujuan atau penerima, seperti Malaysia, Thailand,
G ik Philipina, dan sebagainya. Dengan adanya kerjasama yang baik dengan negara-negara
PR l tersebut diharapkan dapat membantu kita di dalam upaya untuk menanggulangi masalah
pemerng ' perdagangan perempuan dan anak yang semakin meningkat dan semakin mengkhawatir-
o kan banyak pihak.
1a tersebut
sebut telah
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